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Z PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
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‘ Menimbang : Bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nombr 13 Tahun
i 2001 tentang Pajak Parkir, yang diundangkan dalam Lembaran Dacrah Kabupaten
¥ Sidoarjo Nomor 6 pada tanggal 22 Nopember 2001 Seri : A, maka dipandang perlu
? untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dunaksud dengan
Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah
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Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Dacrah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209) ;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang I.alu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3480) ; -

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Pentyelesaian Sengketa
Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambalm Lembaran Negara
Nomor 3684) ;.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Iembaran
Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048) ;:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Izmbatan Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3686) ;.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
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Menetapkan :

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; :

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138).
Peraturan Daerah Kabupaien Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak
Parkir ( Lembaran Dacrah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2001 Pada
tanggal 22 Nopember 2001 seri A).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 13 TAHUN 2001
TENTANG PAJAK PARKIR

) BAB I
g KETENTUAN UMUM
] Pasal 1 i

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
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10.

11.

12.

13.

Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ; y

Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;

Bupati, adalah Bupati Sxdoar_po :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sidoarjo ;

Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoatjo ;

Bendaharawan Khusus Pencrima untuk sclanjuinya dtsmgkat BKP, adalah
Bendaharawan Khusus Penerima pada Kaantor Dinas Pendapatan Kabupaten
Sidoarjo ; )

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daecrah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persckutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk
usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan
oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyclenggaraan pemerintahan
dacrah dan pembangunan daerah ;

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir
dan atau ijin masuk kendaraan bermotor yang dipungut bayaran ;

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
sementara ;
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Tempat Parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh
orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan scbagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan
kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran ;
Kendaraan adalah suatu alat transportasi yang dapat bergerak di jalan terdiri
dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor ;

Ijin Tempat Parkir adalah ijin yang diperlukan untuk menyelenggarakan tempat
parkir yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan
dipungut bayaran untuk maksud mencari keuntungan ; ‘

Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah yang dapat dxsmgkat SPTPD, adalah surat
yvang olch Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan pcngtuumgan dan/atau
pembayaran pajak, Obyek Pajak dan/atau bukan Obyek Pajak, dan/atau harta
mwajibm__ menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang olech
Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
yang terutang ke Kas Dacrah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk
oleh Bupati ;
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pa_,ak
Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;
Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
Surat Ketetapan Pajak Daerah I.ebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB,
adalah surat keteta; aEan pajak yang menentukan j kelebihan pembayaran
pa jak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
scharusnya terutang ;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumiah pokok pajak sama bcsamya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutan ‘%dmndakadakredltpaak
Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi bempa bunga dan/atau
denda ;
Surat I\eputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil
atau Surat Tagihan Pajak Daerah ;
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah I.ebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap
pcn;‘(:tongan atau pemungutan olch pihak ketiga yang diajukan olech Wajib
Paj

R

BAB II ;
P,ENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR %

Pasal 2
Menunujuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo yang bertanggung

jawab terhadap ketentuan — ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
2001 tentang Pajak Parkir termasuk yang menyangkut pemungutan Pajak ;
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(2) Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dalam hal proses
pemberian ijin, pengawasan, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan
tempat parkir. :

1

(1) Pcnyelcnggaraan tempat parkir yang dipungut bayaran dapat dllaksanakan
setelah mendapat izin dari Bupati ;

(2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir kendaraan dimaksud
pasal 2 keputusan ini, pemohon diwajibkan mengajukan surat permohonan
kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan
dan Kepala Dinas Perhubungan dengan dilengkapi :

Copy KTP ;

Denah (gambar) lokasi parkir ;

Surat petsetujuan tidak keberatan dari pemilik tcmpat/lahan parkir,

apabila lahan tersebut bukan milik sendiri ;

Copy bukti pemilikan lahan parkir atan Surat keterangan Kepala

Desa/Kelurahan, apabila lahan tersebut miliknya sendiri ;

¢. Besamya pembayaran tempat parkir yang akan’ dnpungut oleh
penyelenggara tempat parkir.

p oos

(3) Secbelum diterbitkan izin penyelenggaraan tempat parkir terlebih dahulu
diadakan penelitian / peninjauan lapangan ke lokasi tempat penyelenggaraan
parkir oleh Dinas teknis terkait.

- BAB Il
PENYELENGGARAAN PENCATATAN PENERIMAAN
Pasal 4

Bagi Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pencatatan penenmaan dan
atau menggunakan mesin kas.

BAB IV !
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PATAK |
Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atan yang seharusnya
dibayar untuk pemakman tempat parkir.

Tarif Pajak dltetapkan scbesar 20% (dua perseratus) dari Jumlah pembayaran
atau yang sehamsnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.
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BAB V
j MEDIA PUNGUTAN
"‘5 Pasal 7

(1) Pengadaan media pungutan disclenggarakan oleh orang prﬂ)adl atau Badan
yang menyelenggarakan tempat parkir ;

(2) Media pungutan secbagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk karcis atau
bentuk lamnya dan mendapat legalitas (parporasi) dari Dinas Pendapatan.
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BAB VI Y

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN.? .
| ANGSURAN DAN PENUNDAAN ‘if pe
? $ Pasal 8 &%

Pembayaran pajak secara angsuran dan atau penundaan dapnt dnlalmkan dengan
mcngajukan ggaﬁohonan tertulis kepada Bupati ;

Permohonan uran dan atau penundaan sebagaimana dimaksud dalam
(1), di]ampiriacng;y SKPD serta alasan yang jelas mengenai angsuran dan gm
penundaan pembayaran :

Dinas Pcndapatan ponehnan terhadap Wajib Pa untuk diyjadikan
bahan pertimbangan pemberian persetujuan / pcnolikan angsuran dan
atau penundaan pembayaran serta menyerahkan surat persewjuan / penolakan
angsuran dan afau penundaan kepada wajib pajak ;

Jangka waktu angsuran diberikan paling banvak 4 (empat) kali angsuran yan
dibayar secara teratur setiap bulan ﬁlam un takwim ; -

Jangka waktu pénundaan bayaran pajak diberikan palin lama?. dua) bulan
berakhmgaenmasapaﬁmdala}msanl:éhun takwim pa ¢ ( :

'!.
3

BAB VI
TATA CAI{A PEMBERIAN PENGURANGAN, KER]NGANAN

:ﬁ DAN PEMBEBASAN PAJAK £

i

& Pasal 9 ‘ .

Wajib Pajak at mcngajukan permohonan angan, cnnganan" dan
bebasan d%pak secara tertulis kepada Bupati tembusan ada

epala Dinas Pendapatan, dengan mclampn'km copy KTP, SKPD disertai
dan alasan yang jelas ;

Dinas Pendapatan mengadakan penelitian dan pemenksaan terhadap Wajib
Pajak sebagai bahan Eemmbangan pemberian persetujuan / penolakan
pemberian pcngurangan, dan pembebasan pajak ;

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajals udak menunda
kewajiban pembayaran pajak.

BAB VI
TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 10 : :

Wajib Paj at mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati melalui
Kei])ala asdafmdapataf;, disertai_penjelasan dan alasegm-alas?;l men ena:
l}c,eberatmnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sctclah dntcnmanya

Keputusan Bupau mengenai keberatan yang diajukan Waﬁb Pa_;ak da t berupa
penclakan, penerimaan keberatan atau pencrimaan sebagian dari keberatan,
yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati sclambat-lambatnya
dikeluarkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal diterimanya

permohonan ;

gﬁabﬂa lewzt* batas waktu tersebut permohonan keberatan dianggap
abulkan ; : z
bila pennqhonan keberatan diterima dan teryata - an, tclah
ayarkan lebih besar dari jumlah yang diietapkan da¥a urat s
keberatan, maka keiebihan Yaran pajak tersebut dapzt diperoleh kembah
melalui prosechr pengcmb kelebihan pembayaran pajak




o

AT A

RSO

6y

03]

&)

C))

)

2

0))

@

3)

@

&)

6

J Pasal 11 : ;

Apabila Wajib Pajak masih merasa tidak puas atas Surat chutusan Bupati
mcn enai keberatan yang diajukan, maka Wajib Pajak masih mempunyai hak

o menga,)ukan permohonan banding kepada Badan Penyelesalan Sengketa
Paj 5\ ,‘g

Surat pennohcnm banding harus dilengkapi dengan :

a.  Penjelasan mengenai alasan Banding ;

b.  Surat Keputusan Bupati mengenai keberatan yang telah diajukan ;

¢. Dokumen ' perpajakan yang bersangkutan dengan pcnnohonan banding
(SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD) ;

d. Bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Wa_ub Pajak. |

Kesempatan untuk mengajukan permohonan Banding hanya dlbmkan dalam
‘Lattl)gka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya chutusan Bupati mengenai
eberatan ,

Setelah _;angka waktu dilewati, maka hak Wajib Pajak ‘untuk mcngajukan
permohonan Bmdmg sudah tidak ada lagi.
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§ BAB IX
KRITERIA WAJIB PAJAK DAN TATA CARA PEMBUKUAN
1: . Pasal 12

Kriteria Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan yaitu ‘Wajib Pajak
yang melakukan usaha  jasa, dagang, manufaktur dan lain-lain dengan
omzet diatas Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun ;

Pembukuan scbagmmana dimaksud dalam ayat (1) harus dﬂakukan secara
tertib, teratur dan benar sesuai dengan standart pembukuan yang berlaku

i1 | bap x 1

JTATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK * %
“3 Pasal 13

Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil atau tenaga ahli yang ditunjuk
oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang dan tanggung Jawab untuk
melaksanakan pemeriksaan dibidang perpajakan daerah;

Bentuk pemeriksaan meliputi pemeriksaan sederhana kantor dan pemenksaan
sederhana lapamzan

Pemeriksaan sederhana kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi,
jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan
teknik pemerikséaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana d:laksanakan
di Kantor Dmas Pendapatan ;

Pemeriksaan scderhana lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
meliputi ; seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun
sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan dengan
bobot dan kedalaman yang sederhana, dilaksanakan ditempat wajib pajak ;

Hasil pemeriksaan yang seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dibuat surat
pernyataan tentang persetujuan yang ditanda tangani olch Wajib Pajak ;

Hasil temuan dalam pemeriksaan yang seluruhnya atau tidak seluh:hnya tidak
disetujui oleh Wajib Pajak dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan ;
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Laporan pemeriksaan yang dibuat olch pemeriksa an sebagai dasar
penerbitan SKPDKB, SKPDKET, STPD, SKPDLB SKPDLBT, SKPDN atau

fujuan lain untuk pelaksmaan ketentuan peutxm perundang-undangan
perpajakan daerah ;
ila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan atau

menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka surat ketctapan
atau tagihan diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang

disampaikan kepada Wjaib Pajak.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Keputusan ini berlaku scjak tanggal ditctapkan ;
Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Sidoatjo.

Ditetapkandi SIDOARIJO
padatanggal || Marst+ 2002
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